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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 123 TAHUN 2019
G | TENTANG | e V
ETU‘NJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 3
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN .

i DAN BELANJA DAERAH .

;"DENGAN RAHMA_;T TUHAN YANG‘MAHA _E_SA?[- Sl

| DUPATIKARANGANYAR,

a lf;,{jdalam rangka mendukung pemngkatan akses dan mutugr
| . “'Jpelayanan kesehatan maka Pemermtah Kabupatenl;l
Q"Karanganyar mengaloka31kan anggaran dalam Anggaran s

 *Hf’f‘ffww’»Pendapatan dan Blaya Daerah untuk keglatan bantuan;‘fj"

:?.':kf»’f:' pemb1ayaan b1dang kesehatan, perlu dltetapkan petunjuki}.l’,f\ff

' *"fpelaksanaanya» s a e
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
: dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupat1 tentangl\".
c ':;‘Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemblayaan Kesehata
‘k”yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanj’
“’f‘f\aDaerah e ' ' Bt & ki

. 4 1 ﬁfkv}'Undang-Undang Nomor ‘13 Tahun ’ 1950

tentang :
i Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Llngkungan
;PI'OVH’ISI Jawa Tengah S eaiisnan 3

. {; !.ilUndang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah?’f
: 5fiz5Penyak1t Menular (Lembaran Negara Repubhk Indoneswl;;

‘Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
.}Repubhk Indonesm Nomor 3273), -

:'Undang Undang Nomor 17 Tahun‘72003 tentang Keuan
Vegara (Lembaran Negara Repubhk Indonemab Tahun 2003
: Noi’rmr 47 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
jNomor 4286) -




Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenls Penyaklt  ' 

,.‘Peraturan PR L Menten B

"Undang—Undang Nomor 29 Tahun | 2004 tentang
~ fPrakt1k Kedokteran (Lembaran Negara Repubhk Indones1a o
: Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indone31a Nomor 4431); SO
o Undang—Undang ‘Nomor 36 Tahuﬁ 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara - Repubhk Indonema Tahun 2009‘75;;:":,; ",
Nomor : 4144,‘ Tambahan Lembara_n Negara Repubhkf;
i Indonesm Nomor 5063); o 'ff!
| vUndang—Undang ‘Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2009 ’1
 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk“:
Indones1a Nomor 5072), T o | S
Undang—Undang Nomor 23 ' Tahun 2014 tentang
s Pemerlntahan ’ Daerah (Lembaran Negara ' Repubhkfﬁ‘:’}v
Indones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran;,;;;;.:  : ,§,,
" Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587), sebagalmana telahrj‘f
~ diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang—Undangf‘::- i
 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ‘:
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang!f“ ‘f'
v‘Pemenntahan Daerah (Lembaran | Negara : Republ1k.:"_}};;}

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaraniff" L

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679), .

.~ Peraturan Pemermtah Nomor 40 Tahun 1991 tentang;
Penanggulangan Wabah Penyaklt Menular (Lembaran j_}l
Negara = Republik Indonesm Tahun 1991 Nomor 49
' Tambahan = Lembaran Negara : Repubhk‘ Indones_laflffj"
' bNor‘hor 3447), B o : | : . o
,Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006'.‘-::,f:fv;_‘,'.,f'f:;'
"k'tentang Pedoman : Pengelolaan ' Keuangan | Daerah ‘:   :;
Sh ; sebagalmana telah beberapa kali d1ubah terakhlr dengan
v Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011
- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter1 Dalam_f‘.s_f" :_,Z.{
" Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman;;-;
o e Pengelolaan Keuangan Daerah ‘ e
10,

Kesehatan

e Menular Tertentu _yang dapat Menlmbulkan Wabah dan
i Upaya Penanggulangan . ’




11,

12,

14,

A"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016‘-

tentang Penyelenggaraan Imun1sa31

~ Peraturan = Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016;3
‘tentang Pembebasan Blaya Pasien Penyaklt Infek31 Emergmg”'_ : f
"Tertentu g ’ . o
'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22-  i
Tahun 2015  tentang Penanggulangan Human'
‘ ;Immunodeﬁczency Virus dan Acqulred Immune Deﬁctency o -
- Syndrome (Lembaran Daerah Kabupaten | Karanganyar : ::
Tahun 2015 Nomor ' 22, Tambahan Lembaran Daerahf ' ;
Kabupaten Karanganyar Nomor 406); v | Lo
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
- Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatanf\i»f
,Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar:
,'MvTahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah"-_f

Kabupaten Karanganyar Nomor 55)

MEMUTUSKAN

Merie_tapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN*

BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN YANG BERSUMBER PADA : | i

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

:  1 1.
)

. "BABI
KETENTVUVAN‘_'.UMUM

Baglan Kesatu |

Pengert1an

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar SRERS I SRS BN

Pemerintah = Daerah  adalah Bupau sebaga1 i unsur "
' penyelenggara ‘Pemerintahan = Daerah yéhgf 4 memlmpln
pelaksaan Urusan Pemermtahan yang menjadl kewenanganf::;:.,‘ﬁi

-~ Daerah otonom

3. Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar

4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupat1 dalamw?"‘::"""“*i'”

Ws,’penyclenggaraan urusan Pemermtahan yang men_]adl

kewenangan Daerah.




o 5‘.'.'D1nas , Kesehatan adalah D1nas , Keééhatan }‘f-Kabupat.e'n,;-:_}
| Karanganyar _ R A
6. D1nas Sosial adalah Dlnas Sos1a1 Kabupaten Karanganyar

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik- secara fisik, mental ;:_»;'i‘f

L = spr1tua1 maupun sosial yang memungklnkan setlap orangé
}‘i untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. E L

' 8. Penduduk adalah Warga Negara Indones1a yang bertempat=~“ |
4,'7k,t1ngga1 di daerah. : ' S Sl
- ‘:>97.>vPenduduk Miskin adalah orang Yang sama sekah tldak', [
) - mempunyai sumber mata pencaharlan dan / atau mempunyai.i

’ ‘sumber mata pencaharlan tetap1 i tldak mempunyalm ‘

' kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagli;,‘j i
kehldupan dirinya dan/ atau keluarganya yang dltetapkan
oleh Dinas Sosial. . L \__ S .

10 Penduduk Tidak Mampu. adalah orang yang mempunya1
S sumber mata pencaharian, gajl atau - upah yang- hanya‘

e ,mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tldak mampu'

e membayar iuran bagi’ d1r1nya dan keluarganya yang_’i"_;,
: = _dlverlﬁkam oleh Dinas’ Sos1a1 dan j Jarlngannya , S o
X 1»'1._ Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya d1s1ngkat KLB adalahf'f'f o

- timbulnya atau meningkatnya kejadlan kesakltan dan / atau

" kematian yang bermakna secara epldemlologl pada suatu :
~ daerah dalarn kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan .

yang dapat menJurus pada terjadinya wabah , s
12,‘ Penyaklt Infeks1 Emerglng Tertentu adalah penyaklt yangf:'f_,}
B ‘dapat menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatanfyj'f"f:

- global, karena dapat memmbulkan KLB bahkan berpotensr;, i

. | . menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

Meresahkan Dunla (KKMMD) yang t1dak hanya menyebabkanf ;}",‘
' _kematlan tapi Juga men1mbulkan keruglan ekonom1 yang
cukup. besar. : .

- 13. Kr1s1s Kesehatan adalah perlstlwa atau rangkalan perlstlwa,f-ff*-

. yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang‘f‘f"‘ o
‘dlsebabkan oleh bencana dan / atau berpoten31 bencana S :
j"‘.} R1s1ko Kesehatan adalah bahaya aklbat atau konsekuensL;g

yang dapat ter_]adl aklbat sebuah proses yang sedang:-‘v"“ |

berlangsung atau kejadian * yang akan datang berkaltan;;

i ‘dengan kesehatan ,



15 ‘['Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanJutnyi
| ’i”gif'.f}'dls1ngkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerahi:‘
‘ i yang d1tetapkan dengan Peraturan Daerah G ,' i
- ijlik:,,f1’6.;'}Bantuan Pemblayaan Kesehatan adalah bantuan b1ay
o ?l})j’g’kesehatan bag1 penduduk yang mengalam1 RlSlkO Kesehatan
o 'termasuk kond1s1 KI'lSlS Kesehatan ak1bat bencana Penyaklt‘i

Infek31 Emergmg Tertentu dan masalah Kesehatan y"

A dananya bersumber pada APBD SRR
' 17 ‘Jamlnan Kesehatan Nas1ona1 yang selanjutnya d1s1ngkat JKN i

adalah Jamlnan berupa perhndungan Kesehatan agar peserta"

| ”V'f‘j:;memperoleh manfaat | pernehharaan , Kesehatan danf-

i perhndungan dalam memenuh1 kebutuhan dasar Kesehatani;
,:;’yang dlberlkan kepada setlap orang yang telah membayar‘;
S 1uran Jamlnan Kesehatan atau 1uran Jamlnan Kesehatannya?

o d1bayar oleh Pemerlntah Pusat atau Pemerlntah Daerah .
S 18 Fasﬂ1tas Pelayanan Kesehatan adalah pemberl pelayanan“'

Kesehatan dasar dan ru_]ukan

"' 19 Kejadlan Ikutan Pasca Imunlsa31 yang selanJutnya dlslngkati‘-‘*
ik KIPI adalah keJadlan medlk yang d1duga berhubungan dengan

. 1mun1sa31

Bagian Kedua L
: 'iMakéud»'»

b Pasa12 o o

Pemb1ayaan Kesehatan dlmaksudkan untuk menyed1akan

bantuan b1aya : Kesehatan bag1 Penduduk yang menjadi

tanggungan Pemcrmtah Daerah i e

o Baglan Ketlga
TuJuan '

e s il paalge i
‘7‘_5','4;':Tujuan Pemblayaan Kesehatan adalah untuk membenkan
o bantuan blaya Kesehatan bag1 Penduduk yang mengalam1

R1s1ko Kesehatan ; A e ‘
b. ;KI'ISIS Kesehatan aklbat bencana G

‘Penyaklt Infeks1 Emerglng Tertentu dan

. :rnasalah Kesehatan lalnnya




Bag1an Keempat

Ruang Llngkup

Pasal 4

(1) Pemb1ayaan Kesehatan dlperuntukkan bag1

s a_;«pendenta penyaklt menular ‘ berpotens1 KLB, KLB

. fkeracunan makanan, dan KIPI , L
S b pendenta penyaklt yang menjadl prlorltasprogram
e nas1onal ‘ S e k

c l‘pendenta Yang | mengalaml KrlSls Kesehatanaklba

7 f,‘_ll?lbencana,g | B e i
i : vd.'v'penderlta Penyak1t Infek31 Emergmg Tertentu, :
e \:e‘.f‘gelandangan, pengemls, dan Orang Dengan Gangguan:“
{jffJ1wa (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan -

5 f ‘orang terlantar yang berada d1 Daerah dan membutuhkan_:
~_pelayanan Kesehatan dan ' A

L g Penduduk M1sk1n dan Penduduk T1dak Mampu yang?

S belurn mem111k1 kartu Jamman ; Kesehatan dan”‘
e membutuhkan pelayanan Kesehatan iy o

g (2) Bentuk PemblaYaan Kesehatan yang d1ber1kan berupa;

bantuan penggantlan b1aya pelayanan Kesehatan d1 Fasﬂltasf

Pelayanan Kesehatan
Bagian Kelima = S
- Pasal 5

Sasaran Pemblayaan Kesehatan d1ber1kan pada v

a. Penduduk dengan RlSlkO Kesehatan terd1r1 atas

1 Penduduk yang terjangklt penyaklt menular yang
; berpoten31 KLB dan KLB keracunan makanan
| “‘ ~’ 2 kasus KIP[; dan o ‘4 get i
3 penyaklt yang menJad1 pr10r1tas program Nas1ona1
b . Penduduk yang mengalaml KI‘lSlS Kesehatan aklbat bencana

Penduduk yang mengalam1 masalah Kesehatan lalnny'

: n;‘terdm atas , T B | ,,
1 Penduduk yang belurn tercatat dalam data kependudukan A

sepert1 gelandangan pengem1s dan k«:O,rAang_, Dengan,_,fi‘}@..




d. Warga Negara Indonesia. atau Warga Negara Asmg yang

Gangguan Jiwa (ODGJ);

‘orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan 'i‘;i: i

blaya pelayanan kesehatan; dan

Penduduk Miskin dan Penduduk Tldak Mampu yang o

belum memiliki kartu JKN dan membutuhkan b1aya i

pelayanan kesehatan.

mengalaml Penyaklt Infek31 Emergmg Tertentu

: "(1’) Penentuan ‘sasaran Pembiayaan Kesehatan diatur sebagai =

Pasal 6

berikut:

a.

~ makanan, dan KIPI dltetapkan oleh Kepala Dlnas;

penderlta penyaklt menular berpotens1 KLB KLB keracunan"

Kesehatan

. penderita penyaklt yang menjadl pfidﬁtas programi_; . "

Nasmnal d1tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

. penderita yang mengalam1 krisis Kesehatan aklbat bencanai:’}; i
'yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan; - o __ | i
. penderita yang mengalami Penyaklt. 'Inf_eks1 Emerglng i

Tertentu

. gelandangan pengemls dan Orang Dengan Gangguan lea
(ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan’v‘;
~ ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dlnas:‘if‘{;_a A
Sosial; ‘ ,v v L
orang terlantar yang berada d1 Daerah dan membutuhkan}

~ pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan rekomenda51 f:

dari Kepala Dinas Sosial; dan

. Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu yang belum’ff‘f[i*
‘memlhkl kartu JKN dan membutuhkan ' pelayanan’-"i;

Kesehatan d1tetapkan berdasarkan rekome_nda31 dan S

4 Kepala D1nas Sosial.

| pada ayat (1) huruf d mehputl pollomzelztls, penyak1t v1rus_‘}f’,
e -ebola, penyak1t virus MERS, 1nﬂuensa A (H5N1) / Flu burung,'ff:,"; ; i‘, {ﬁ

; 7‘;,~;-jdemam lassa demam congo, - menmgztzs menmgokokus, dan" L

(2) Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagalmana dlmaksud ,,.I‘a

i _-f..f"penyaklt virus' hanta penyaklt virus n1pah demam kuning, L

e '»Penyak1t Infeks1 Emergzng Tertentu baru yang d1tetapkan oleh o

: Menterl Kesehatan o




b   (3) Ketentuan 4 mengenau : mekamsme pe'rientiiein‘ ‘f sasaran
Pemb1ayaan Kesehatan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) | ‘-
huruf a, huruf b huruf c dan huruf d dltetapkan oleh Kepalai .

Dmas Kesehatan

4, . BAB 11
PEMBIAYAAN

L e

( 1) Bantuan Pemb1ayaan Kesehatan d1ber1kan kepada sasaran

: ”~>;"dengan kr1ter1a sebagal berlkut Sl

f"_a kasus dengan besaran blaya pengobatan kurang darl,_

- Rp2 500 000 OO (dua Juta l1ma ratus rlbu rup1ah) d1ber1kan~f'

bantuan sebesar bukti ku1tans1 yang d1ajukan Sy

= . ' : b kasus dengan besaran blaya Rp2 500 OOO OO (dua Juta 11ma"‘

ratus r1bu ruplah) sampal dengan Rp7 OOO OOO OO (tuJuh.f |

Juta ruplah) d1ber1kan bantuan maks1mal Rp3 OOO OOO OO‘::

: (tlga Juta ruplah) dan | e S

» S c. kasus dengan besaran blaya d1atas Rp7 OOO OOO 00 (tuJuh‘
B ,'" f o Juta rup1ah) d1ber1kan bantuan mak51mal Rp5 OOO OOO OO

(hma juta ruplah)

' (2) kPenerapan kr1ter1a : Bantuan Pemb1ayaan Kesehatan;’
G sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk :

ey : kasus sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g

‘ (3) Bantuan Pemb1ayaan Kesehatan sebagalmana dlmaksud pada,
S ,-'Pasal 6 ayat (1) huruf a sampa1 dengan huruf f dltetapkan‘;;

s ’ 'isesual kebutuhan pelayanan perawatan kesehatan

S0 i maB Wi

MEKANISME BANTUAN PEMBIAYAAN
Pasal 8

. "(’ ('kl)'i"Mekanlsme untuk mendapatkan Bantuan Pemblayaan,f

Kesehatan pada kasus sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6?

“ar' pemohon menyerahkan , L
'  ‘_1 1 Fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)’ atau / Kartu o
. iy I‘d‘Cn‘t‘ltakS‘ Anak (KIA)/ akte kelahlran/surat kelahlran




. o sebanyak4 (empat) lembar bl
i -; T;k‘i-} f?i’,'y2 Fotokop1 Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat)
: lembar e e o
3 Bukt1 ku1tan31 pembayaran pengobatan d1 Fasﬂlta

t Pelayanan Kesehatan ash dan fotokop1 sebanyak 3 (tlga)
lembar dan S ’ G o

| i'}‘ : '4 bukt1 v dlagnosa ' akhlr dar1 : Fasﬂ1tas Pelaya 7

e Kesehatan RN
. kepada petugas yang dltunjuk d1 Dlnas Kesehatan

"‘-’i'i‘f"'frk‘b.f»petugaS melakukan ver1ﬁkas1 berkas berdasarkan,

o : ;‘*;penentuan sasaran Bantuan Pemblayaan Kesehatan
'c".gpetugas , menetapkan besaran Bantuan Pemblayaan
"]::‘,'Kesehatan yang akan d1ber1kan , kk £ : ' ‘, ; |

o _1 ;Sd.;'petugas menylapkan ku1tans1 penca1ran “ Bantua
Pemblayaan Kesehatan untuk d1tandatangan1 pemohon

| '»é_.;if petugas membentahukan besaran Bantuan Pemblayaan;:
0 Kesehatan yang akan d1ber1kan dan waktu pencalran

ey . ‘:f_'petugas mengajukan pencalran secara kolektlf setlap akhlr.:
: bulan ke D1nas Kesehatan yang memb1dang1 bagla

i ‘keuangan

g petugas , menerlma pencalran bantuan dar1 lenas‘

e Kesehatan yang memb1dang1 baglan keuangan, dan k

"'"h‘.’”petugas menyerahkan Bantuan Pemblayaan Kesehatanf

‘;kepada pemohon EEIN gon e
(2) Mekamsme untuk mendapatkan bantuan pemblayaan pada’»
=y " ,kasus Penyaklt Infeks1 Emergmg Tertentu sebaga1mana
| "",}‘;_"dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dlatur sebaga1'
,i”‘fberlkut ’ ' ; . -

a. Kepala atau D1rektur Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan yang
;*melakukan perawatan dapat melakukan pengajuan klalm
S lpenggantlan b1aya pengobatan kepada Pemerlntah Daerah

- ’melalul D1nas Kesehatan

mekamsme untuk klalm penggant1an blaya pengobatan

: ;-".;,_berlkut

| Petugas dar1

”:"_F’asﬂ1tas; ;’:Pelayanan kKesehatan

| menyerahkan surat penggantlan b1aya ke ”Dlnasf”' o

: Kesehatan dengan melamplrkan




a) bukt1 ku1tans1 pembayaran pengobatan d1
Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan asli- dan fotokopli,-,:.,_;‘
. sebanyak 3 (tlga) lembar - sy L
b) fotokop1 Kartu Tanda’ Penduduk (KTP) atau Kartu
" Identitas Anak (KIA) / akte | kelahlran/surati;
kelah1ran/ paspor sebanyak 4 (empat) llembar,

dan o : v , v
c) fotokop1 Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) A

lembar dikecualikan Warga Negara As1ng

2 ’Petugas melakukan venﬁkas1 berkas sebagalmanay :”{'-f

~dimaksud pada angka 1;

"S.i:.petugas menetapkan besaran Bantuan Pemb1ayaan“uww
"v‘,;Kesehatan yang akan d1ber1kan, EIENRE
| 4. ’petugas rneny1apkan ku1tans1 penca1ran Bantuan

- ;Pemblayaan Kesehatan untuk d1tandatangam Kepala"‘:: ‘ 4
atau. petugas - yang d1tunJuk oleh Kepala Fasﬂ1tasr';j"ﬁtj;_f?

’f'ﬁ/fPelayanan Kesehatan,‘

v 5 f'Petugas mengajukan pencalran secara kolektlf setlapf?:"
g akhir bulan ke Dinas Kesehatan yang memb1danglj'ﬁ"

t‘Vbaglan keuangan, dan W o |
Ty 6 - petugas menenma pencaJran Bantuan Pemblayaan:;f:f

', : Keuangan dar1 Dlnas Kesehatan yang memb1dang1;;-f;1‘f:‘; =

e baglan keuangan | e :
| (3) Mekamsme untuk mendapatkan bantuan pemblayaan pada;
; kasus sebagalmana dlmaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e
dan huruf f, diatur sebaga1 berikut: . o o |
a. petugas D1nas Sosml datang ke Dlnas Kesehatan denganﬁ
menyerahkan B ey it -

1 Surat rekomendas1 ash dan fotokop1 sebanyak 3 (t1ga)';f

-falembar, dan D ‘ 3 G

| "2‘,1, "_Buktl ‘kuitansi pembayaran pengObafan di Fasﬂltas
.Pelayanan Kesehatan asli dan fotokop1 sebanyak 3‘;

- "-f(tlga) lembar. ‘ R 7’ e
b petugas | Dlnas Kesehatan melakukan ver1ﬁka31 i
| ;' : kelengkapan berkas sebagalmana dlmaksud pada huruf a
c petugas Dmas Kesehatan menetapkan besaran Bantuan‘.-’

Pemb1ayaan Kesehatan yang ‘akan d1ber1kan,




d pretu"gas Dinas Kesehatan mchyiapkari kuitansi pencairan
Banf:uan' Pembiayaan Kes’ehatan’ untuk ditandatangani
pemohon; R

B }é., petﬁgas Dinas Kesehatan memberltahukan besaran

'~ Bantuan Pemblayaan Kesehatan yang akan dlberlkan dan
"waktu pencalran dan -

-t petugas | Dlnas Kesehatan menyerahkan V‘Bantuan B

Pemblayaan Kesehatan kepada pemohon ‘
 (4) Mekamsme untuk mendapatkan ‘Bantuan Pemblayaan
Kesehatan pada kasus sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf g, dlatur sebaga1 berlkut ‘
g a. pemohon datang ke Dinas Sos1a1 dengan menyerahkan
1. Fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu
~ Identitas Anak (KIA) / akte kelahlran/surat kelahlran, -

| sebanyak 5, (hma) lembar

o lembar dan

‘ 3 " Bukti ku1tanSl pembayaran pengobatan d1 Fasﬂltas'f" |

R (empat) lembar .
' ~+ b. petugas Dlnas Somal mélakukan verifikasi . berkas

. vsebagalmana dlmaksud pada huruf a untuk menetapkan‘ _

Penduduk Tldak Mampu;

~ pada berkas permohonan yang memenuh1 syarat

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5 (11ma) :

.Pelayanan Kesehatan asli ‘dan fotokop1 sebanyak 4.

status kemlsklnannya sebaga1 Penduduk Mlskm dan_".(-:,;

oc petugas Dinas | Sos1a1 menerbltkan surat rekomendasx'f.;;_j ;f

de petugas Dlnas Sosial mengambil -1 (satu) bendel

persyaratan sebagal ar81p Dinas Sosial;

- € :petugas Dlnas 8031a1 menyerahkan surat rekomenda31 i

' beserta sisa berkas persyaratan kepada pemohon,

i dlkembahkan ke pemohon

g pemohon datang ke Dlnas Kesehatan dan menyerahkan"‘
1 Fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu- ﬁ

i
{
i

. petugas ,mengmformamkan pada pemohon untuk“ffi
-melanjutkan proses permintaan Bantuan Pemblayaan
Kesehatan ke D‘mas Kesehatan dengan membawa surat"'z o

rekomendas1 dan sisa berkas persyaratan yang sudah L



X 15": (1) Bantuan Pemblayaan Kesehatan dlaloka81kan pada APBD

yang memb1dang1 pengelolaan keuangan Daerah i
S (3) penganggaran Bantuan Pemblayaan Kesehatan sebagalmana‘

dlmaksud pada ayat (1) dlaloka51kan pada Dlnas Kesehatan

" Ident1tas Anak (KIA)/ akte kelahlran/ Surat kelah1ran: o
, sebanyak 4 (empat) lembar S . A

: 2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat)
i lembar; e A T R
L 3 Bukt1 kuitansi pembayaran pengobatan d1 Fas111tas,t ..

. Pelayanan Kesehatan as11 dan fotokop1 sebanyak 3 .'

" (tiga) lembar; dan

- :“,4.f'}_k':~Surat rekomendasi D1nas Sosml ash dan fotokop1:l_'f B

) y'fsebanyak 3 (tiga) 1embar Sl

h Petugas  Dinas Kesehatan melakukan verlﬁka31
- ’. kelengkapan berkas sebagalmana dlmaksud pada huruf g
’kpetugas D1nas Kesehatan menetapkan besaran Bantuanv::'
,b Pemblayaan Kesehatan yang akan d1ber1kan i '

i petugas D1nas Kesehatan menylapkan ku1tans1 penca1ran4

I

iBantuan Pemblayaan Kesehatan untuk dltandatangam

i

'Pemohon FOR

|

.*‘petugas ' Dlnas« Kesehatan : memberltahukan besaranf :
‘ ,'Bantuan Pemblayaan Kesehatan yang akan d1ber1kan dan' ’
i Waktu penca1ran dan ' ' |

il

4 : Pemblayaan Kesehatan kepada pemohon

petugas : D1nas b' Kesehatan 1 menyerahkan Bantuan

. BAB IV
- PENGANGGARAN

Pasal 11

.»(2) Alokas1 Bantuan Pemblayaan Kesehatan sebaga1mana:

dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan pada Perangkat Daerah

= BAB v i
i PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ‘

Pasal 12

.'Pembmaan dan pengawasan pelaksanaan”Bantuan'Pemblayaan :;-,"

; fk Kesehatan yang bersumber dar1 APBD dllaksanakan oleh Bupat1




S BABVI |
| KETENTUAN PENUTUP

X 7S

..
e
i

| Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor lOO Tahun 2018 tentang Petunjuk

: ,'Pelaksanaarl Bantuan Pemblayaan Kesehatan yang Bersumber\

" pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupatenf{ o

s Karanganyar (Ber1ta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;7 s
Nomor 100), dlcabut dan dlnyatakan’tldak berlaku.

. Pasal14 . V

| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkari,

gAgar set1ap orang . mengetahuinya, ‘memerinta‘hkanm -

k'pengundangan Peraturan ‘Bupati . ini dengan penempatannyaf‘

‘; dalam Ber1ta Daerah Kabupater|1 K‘aranganyar; e

_ VDite't_apk‘an 'di'Karangahyaf
- ,padal fangga_l,Sl _Desember 2019
 BUPATI KARANGANYAR,
o td
~ JULIYATMONO

b i e i R e e K e

Dlundangkan di Kéranganyar e

V ?: & 'pada tanggal 31 Desember 2019 . V
L SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
L SUTARNO | PR SR e I
}EBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOYRIQS 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH '

KABUPATEN KARANGANYAR"

Kepala Ba@a Hukum i




